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BERITA

NOMOR 10

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2OO8

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR {O TAHUN 2OO8

TENTAIYG

PEDOI}TAN PEhI-YAI,URAIY DAIY PNNGELOI"AAIY BANTUAN KEUAI|IGAIV
KEPADAPEMERINTAH DESA

Menimbang : a.

BUPATI CIANJUR,

bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian visi Kabupaten
Cianjur dan untuk mendukung pelayanan prima kepada
masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih
dan berwibawa, perlu peningkatan kualitas sumber daya aparatur
pemerintah desa yang merupakan lini terdepan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat;

bahwa dalam upaya peningkatan sumber daya aparatur
pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan dana bantuan
keuangan kepada Pemerintah Desa;

bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk kelancaran
penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daeratr-daerah I(abupaten dalam Linglarngan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun r95o Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
rz5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 449il sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2oo5 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2.oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oos
Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4$il yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2oos
(Lembaran Negara Tahun 2oo5 Nomor to8, Tambahan
Lembaga Negara Nomor 4S+B);

3. Undang-Undang Nomor gg Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oo4
Nomor tz6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44SB);

b.

c.
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Menetapkan

4. Peratrran Pemerintah Nomor SB Tahun 2oo5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2oo5 Nomor r4o, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4SZ8);

5. Peraturan Pemerintah Nomor Z2 Tahun 2oo5 tentang
Desa (Lembaran Negara Tahun 2oo5 Nomor rS8);

6. Peraturan Pemerintah Nomor Tg Tahun 2oo5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oo5 Nomor
r6s);

Z. Peraturan Pemerintah Nomor g8 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2oo7 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4ftil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun zoo6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2oo7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun zoo6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Ihbupaten Cianjur Nomor zz Tahun 2ooo
tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Ibbupaten Cianjur
(Lembaran Daerah Tahun 2ooo Nomor z6 Seri Dz);

ro. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor o6 Tahun zoo6' tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran
DaerahTahun eoo6 Nomor o6 Seri D).

I\TEIVIUTUSK}N

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DAN
PENGEIOI,AAN BA}ITUA}T KEUA}TGA\I KEPADA PEMERINIAHAN
DESA"

BAB I
KETENTUANIJMT]M

Pasal r

Dalam Perahrran Bupati ini yang dmaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Cianjur
yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai
badan eksekutif daerah.

g. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

S. Desa adalah 342 Desa di Kabupaten Cianjur.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan d.esa.
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T. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang
selanjutnya disebut BKKPD adalah bantuan dari Pemerintah
Kabupaten Cianjur kepada Pemerintah Desa untuk
pemantapan kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukr,rng
pelayanan prima kepada masyarakat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Ikbupaten Cianjur.

p. Rekening Pemerintah Desa adalah rekening desa yang
spesimennya ditandatangani oleh Kepala Desa dan
Bendahara Desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal z

Maksud pemberian BKKPD adalah untuk pemerataan
pembangunan desa, penguatan perekonomian desa dan
meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dalam rangka pemantapan kinerja
Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan prima kepada
masyarakat.

Pasal 3

Ttrjuan pemberian BKKPD yaitu untuk :

1. Meningkatkan produktivitas, akuntabilitas dan sinergitas antara
pemerintahan Kabupaten dan Desa;

2. Menumbuhkembangkan swadaya dan partisipasi masyarakat;

3. Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung
pelayanan prima kepada masyarakat yang memadai;

4. Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan d.esa
dan penguatan perekonomian desa di daerah.

BAB III
PENGELOI.AAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 4

Dana BKKPD dikelola dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

a. Penyaluran dana langsung ditujukan kepada penerima
meJalui rekening Pemerintah Desa;

b. Rencana kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai
dengan pedoman yang berlaku;

c. Selumh kegiatan harus dapat dipertauggungiawabkan baik secara
teknis maupun administratif.
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Bagian Kedua

P engel ola
Pasal 5

(r) Pengelola dana BKKPD terdiri dari ;

a l(epda Desa selalat Penansgungiarnrab Operasional t<qiatan (PjOK) ;

b. Penanguneiauab Adminisurasi K%iatan (PjAIQ 1ang ditunjuk dan
ditetapkan dengan Kepuhrsan Kepala Desa.

(z) T\ryas dan tanggrurg jawab Penanggungiawab Operasional l(egiawt
(PjOIO s*agirnana dimal$rd @ Ed (r) lmt'aadalah:

a. Melalsanakan mrlnawaxah desa bersamaema dengan BPD dan
lembaga Peufte.rdayaan n{aqmratrat (LPNO dalam rangka
membahas pelaksanaan dan penggunaan dana BKKPD;

b. Menln:sun rencana kegiatan peuggunaan dana BKKPD dan
disampaikan kepada Camat untuk disahkan;

c tvlerryusn remna &nldr^al pdaf{smaan k4jen BIrcD;

d. Melal<sanakan kegiatan BKKPD sesuai rencana kegiatan yang
telah disahkan;

e. Membuat laporan realisasi dana BKKPD kepada Camat dan
Bupati;

f. Bertanggungjawab ataskeberhasilanpelatcanaan BKKPD.

(S) Tugas dan tanggung jawab Penanggungiawab Administrasi
IGgiatan (PjAIQ sebagaimana dimaksud pada ayat (r) hurufb adalah :

a. Membuka rekening giro pada bank penyalur bersama-sama
dengan Kepala Desa;

b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan BKKPD;

c. gertanggungjauab atas penggunaan keuangan dana BKKPD sesuai
ketentuan yang berlaku;

d. Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi pengurusan
keuangan dan pemeriksaan keuangan dari instansi yang
berwenang;

e. Membuat bukti-bukti pengeluaran dengan persetujuan
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) ;

f. Membuat administrasi pertanggungiawaban dana BKKPD;

g. Membantu kelancaran pelat<sanaan kegiatan dana BKKPD.

BAB III
MEKANISMB PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 6

Penerima BKKPD seluruh desa di wilayah Iftbupaten Cianjur.



Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan BKKPD

Pasal 7

(t) Dana BKKPD disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa.

(z) Rekening Pemerintah Desa dapat dibuka di Bank Jabar
Cabang Cianjur, Bank Jabar Cabang Pembantu, Lembaga
Keuangan di Kecamatan atau lembaga keuangan lain yang
dapat mengakses sampai ke tingkat desa, yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(t) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana
BKKPD kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes);

b. Rencana penggunaan dana BKKPD yang dituangkan
dqlam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) yang diusulkan dan
ditetapkan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dan
ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;

c. Kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa sebanyak S (tiga)
rangkap bermeterai cukup dan dibubuhi stempel desa,
dengan nilai sesuai dengan besaran BKKPD setiap
tahunnya;

d. Nomor rekening pada bank yang ditunjuk atas nama
Pemerintah Desa;

e. Berita Acara Serah Terima Uang sebanyak S (tiga) rangkap
bermeterai cukup.

(z) Camat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (r),
untuk selanjutnya dibuatkan daftar desa dan nomor rekening
serta mengusulkannya kepada Bupati melalui Bagian
Pemerintahan dengan dilampiri Daftar Usulan Kegiatan
(DUIQ sebagaimana dimaksud pads ayat (r) huruf b.

(S) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat(z), Bagian Pemerintahan mengadakan pemeriksaan
kelengkapan persyaratan yang diusulkan oleh Camat
untuk selanjutnya' mengajukan permohonan pembayaran.
kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

(+) Berdasarkan persetujuan Bupati, Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SPzD) yang ditujukan secara
langsung kepada Pemerintah Desa melalui
pemindahbukuan ke rekening desa yang
bersangkutan.

Pasal g

Pencairan dana BKKPD dilakukan dalam 2 (dua) tahap,
dengan ketentuan sebagai berikut :



r. Pencairan tahap I :

Pencairan tahap I setinggidngginya 5o % (ima pulutr persen)
dari jumlah dana yang telah ditetapkan untuk setiap desa, setelah
terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
ayat (r).

z. Peneairan tahap II :

a. Pencairan tahap II, yaitu penarikan dana yang tersisa
sebesar 5o % dan dapat dicairkan apablla penyerapan dana
pada tahap I telah mencapai go % (sembilan puluh persen)
yang dibuktikan dengan bukti-bukti terhrlis yang dapat
dipertanggungiawabkan berupa laporan realisasi tahap I
disertai photo atau dokumentasi kegiatan.

b. Untuk pencairan dana tahap II tidak boleh dipaksakan
bilamana ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a belum diselesaikan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal ro

(t) Bupati melaksanakan monitoring dan pemantauan
penyaluran dana BKKPD, yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Bagian Pemerintahan.

(z) Camat melaksanakan pembinaan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi pendayagunaan dana BKKPD.

(S) Pengawasan atas penyaluran dana BKKPD dilaksanakan
oleh Pengawas Fungsional Kabupaten/Inspektorat.

BAB V

PEI,APORAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama.

Pelaporan

Pasal rr
Pelaporan dilakukan dengan z (dua) cara, yaitu :

t. Secara berjenjang, yaitu :

a. Dari desa kepada kecamatan;
b. Dari kecamatan kepada Bupati.

z. Secara langsung dari desa kepada Bupati melalui
Bagian Pemerintahan.

Pasal re

Jenis laporan meliputi :

^. Laporan realisasi anggaran kegiatan paling lambat disampaikan 3
(tiga) bulan setelah tanggal pencairan dana yang dilampiri
dengan photo realisasi kegiatan;

b. Laporan Bulanan, berisi data wilayah administrasi,
data administrasi peraugkat dan data administrasi keuangan
desa;



a,

b.

c. Laporan tentang permasalahan
penyelesaiannya.

dan perkembangan

Pasal 13

Ivlekanisme penyampaian laporan adalah sebagaiberikut :

a. Desa menyampaikan laporan bulanan dan triwulanan kepada
kecamatan paling lambat r (satu) minggu setelah akhir bulan dan
masatriwulan;

b. Berdasarkan laporan dari desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a, kecamatan membuat laporan rekapitulasi secara
periodik per bulan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan;

c. Desa membuat laporan pencairan dana tahap I dan tahap II
berdasarkan tanggal pencairan paling lambat r (satu)
minggu setelah tanggal pencairan dana.

Pasal r4

Sasaran pelaporan meliputi :

Pembaharuan dan peningkatan realibilitas data
administrasi wilayah, perangkat dan keuangan desa;

Penguatan fungsi dan peran kecamatan sebagai Bank Data
Administrasi Desa di wilayahnya masing-masing;

Laporan kemajuan pelaksanaan dan penyaluran dana BKKPD;

Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan.

Bagran Kedua

Evaluasi

Pasal 15

(1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan
penyaluran dana BKKPD serta untuk mengetahui kinerja
Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pelayanan prima terhadap,
masyarakat dan penyelenggaraan roda pemerintahan desa.

(2) Evaluasi dilaksanakan oleh Camat untuk setiap tahap pencairan.

BAB VI

KETENTUAI{ PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati
ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

c.

d.
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Pasal r7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
IGbupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 April 2oo8

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

BERITA DAEFAH KABUPATEN CIANJURTAHUN ZOOB NOMOR TO

Diundangkan di Cianjur
al rB April zoo8


